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ABSTRAK   -  Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan 
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak  manusiawi, atau 
merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang. Bangsa 
Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, 
menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 10 
Desember 1984 telah menyetujui Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, 
Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) dan Pemerintah 
Republik Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 
23 Oktober 1985. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu 
menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan 
Martabat Manusia.  

  -   
 

Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 
20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang 
Dasar 1945.  

  -  Dalam Undang – Undang ini diatur tentang pengesahan konvensi 
menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, 
tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang meliputi 
pengesahan, penjelasan umum, pokok-pokok pikiran yang mendorong 
lahirnya konvensi,  alasan Indonesia menjadi negara pihak dalam konvensi, 
pokok-pokok isi konvensi, pasal demi pasal, dan lampiran.  

CATATAN :  Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 
September 1998.  

 

 


